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: Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh
Otoritas jasa keuangan (OJK)?
. Dari OJK akan datang untuk melakukan pengawasan
minimal satu tahun sekali. OJK mengawasi bank yang
berada di daerah, maksudnya jika ada bank cabang yang
mana induk dari bank tersebut berada di daerah lain maka
bank terbut berada dalam pengawasan OJK yang berada
di daerah bank induk tersebut. Dalam hal ini di OJK DIY
mengawasi 1 bank Syariah dan 2 BPRS Syariah.
Sedangkan yang lain seperti mandiri Syariah dan BNI
Syariah pengawasannya berdasarkan dari kantor pusat.
Dari OJK pengawasan dilakukan dengan cara sidak yaitu
mendatangi bank tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Akan tetapi ada juga pengawasan yang kami lakukan
dengan cara memberikan pemberitahuan terlebih dahulu.
: Aspek apa saja yang merupakan objek pengawasan dari
OJK?
: Semua kegiatan operasional yang dilakukan oleh bank di
awasi oleh OJK. Seperti pelayanan, pembukuan,
penyaluran kredit, penghimpunan dana, termasuk produk
baru yang akan di terbitkan oleh bank. Semua hal tersebut
harus mendapatkan izin dari OJK.
: siapakah yang bertugas melakukan pengawasan di bank
syariah? adakah bagian khusus untuk melakukan
pengawasan terhadap bank syariah?
: Di OJK DIY tidak ada petugas atau bagian khusus untuk
melakukan pengawasan terhadap bank Syariah. semua
petugas OJK wajib mampu untuk mengawasi baik bank
Konvensional maupun bank Syariah. Kecuali OJK di
kantor pusat yang di Jakarta, di Jakarta sudah ada
petugas/bagian khusus untuk mengawasi bank Syariah.
: Bagaimana laporan pihak bank Syariah ke OJK dalam
setahun pengawasan?
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: Bank memberikan laporan tidak langsung ke OJK, tetapi
dilaporkan terlebih dahulu ke Bank Indonesia. Dari bank
Indonesia laporan tersebut diberikan kepada OJK dalam
bentuk softcopy dan berdasarkan hasil laporan tersebut
OJK menjadikannya sebagai laporan tingkat kesehatan
bank tersebut.

. Bagaimana bentuk pelaksanaan pengawasan yang
dilakukan oleh OJK dengan bank Syariah?

: Pengawasan yang dilakukan oleh OJK dilakukan dengan
meminta dokumen data atau berkas dari bank untuk
diperiksa. Selain itu, dilakukan juga dengan cara
mendatangi ke kantor bank tersebut dengan cara
wawancara, pemeriksaan ~ dokumen,  penyaluran
pembiayaan, diskusi dengan direksi dan kunjungan
lapangan dengan pelaku pembiayaa
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: Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh
DPS BPRS Bangun Drajat Warga?

: DPS mempunyai tugas utama untuk mengawasi tentang
kesyariahan produk. Mengawasi tentang produk apa yang
akan di keluarkan oleh bank, khususnya produk-produk yang
tidak dijelaskan olenh fatwa DSN. Segala kegiatan
operasional yang berhubungan dengan kepatuhan Syariah
merupakan bagian dari pengawasan DPS.

: Apa saja yang menjadi objek pengawasan oleh DPS di
BPRS BDW?

: Tugas DPS dalam mengawasi kesyariahan dimulai dari
proses produk pembentukan produk sampai terlaksananya
produk tersebut. Sehingga produk yang akan diterbitkan jika
belum mendapat izin dari DPS maka produk tersebut tidak
dapat diajukan ke OJK. Ketika akad berlangsung sampai
pelaksanaan semua harus di ketahui oleh DPS. Dan nantinya
ini yang akan dijadikan laporan semester untuk di kirim ke
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OJK. Selain itu, DPS juga memberikan opini terhadap
persoalan-persoalan kesyariahan kepada bank khususnya
untuk produk yang belum dijelaskan lebih lanjut oleh DSN.

: Apakah dalam melakukan pembaruan produk/akad pihak
bank selalu konsultasi dengan DPS?

: Fungsi dari bank adalah sebagai lalu lintas keuangan,
sebagai investor dan juga sebagai Services. Dan DPS dalam
menjalankan tugasnya sebagai pengawas tentunya hal ini
termasuk ke dalam pengawasannya. Sehingga segala
kegiatan operasional yang dilakukan oleh bank dari awal
sampai selesai dikerjakan semuanya harus diketahui oleh
DPS.

: Laporan yang diberikan ke ke OJK apakah dibuat oleh DPS
atau dibuatkan oleh BPRS?

: Format laporan DPS sendiri yang membuatnya berdasarkan
surat edaran OJK tentang laporan hasil pengawasan dewan
pengawas syariah. DPS melakukan laporan setiap semester
atau dalam setahun DPS memberikan 2 laporan ke OJK.

: Dalam melaksanakan pengawasan selama ini pernahkah
terjadi pelanggaran yang dilakukan pihak BPRS baik berupa
membuat akad yang tidak sesuai maupun membuat akad baru
tanpa pemberitahuan ke DPS.

: Jika terjadi kesalahan dan menjadi temuan DPS maka DPS
akan menyampaikan ke manajemen bank tersebut untuk
dimintai penjelasan lebih rinci tentang kesalahan tersebut.
Akan tetapi, jika kesalahan tersebut di temukan oleh OJK
maka DPS yang bertanggung jawab untuk memberikan
penjelasan tentang kesalahan tersebut. Penjelasannya bisa
berupa penjelasan tambahan untuk mendukung produk yang
di anggap menjadi kesalahan oleh OJK atau mengakui bahwa
temuan tersebut memang menjadi kesalahan.

: Sebagai karyawan di BPRS BDW, bapak seberapa sering
untuk datang ke kantor BPRS BDW dalam setahun terakhir?

: DPS mengawasinya secara berkala, ada rapat rutin dengan
sesama DPS yang dilakukan sekali dalam sebulan, rapat
pengurus yang di dalamnya ada pengurus DPS, manajemen
bank. Tetapi biasanya tidak ada kaitannya dengan adanya
pelaksanaan kecuali ada produk baru atau kasus. Dan
pemeriksaan berupa melihat langsung akad yang ada.
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: apakah bapak menjadi DPS di bank selain di BPRS BDW?

: saat ini saya mengawasi 2 lembaga keuangan, pertama di
BPRS BDW kedua di BMT UMY.
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